ABSTRAK

Pemutusan dan Perubahan isi Perjanjian dalam Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama Kemitraan secara sepihak merupakan suatu perbuatan melawan hukum
dan dapat dikatakan sebagai perbuatan Wanprestasi karena sesuai dengan Pasal
1338 ayat (2) KUHPerdata bahwa “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik
kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”, dengan ketentuan
tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah
oleh siapapun juga, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama
oleh para pihak , ataupun ditentukan demikian oleh undang-undang berdasarkan
suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum atau keadaan hukum tertentu.

Dari Penelitian ini Penulis bertujuan untuk mencari informasi, memahami
dan menjelaskan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT.
Grab Indonesia dengan Driver di Kota Pontianak tentang Permasalahan yang
terjadi antara para pihak dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam
pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan. Metode Penelitian yang digunakan
adalah Metode Penelitian Hukum Empiris yaitu metode penelitian hukum yang
menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang
dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini didapat melalui hasil Wawancara dan menyebarkan
Questioner kepada para pihak, dan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan
perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Grab Indonesia dengan Driver di Kota
Pontianak beberapa kali terjadi  perubahan pada isi perjanjian kerjasama
kemitraan dan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak yang dilakukan
oleh PT. Grab Indonesia yang dalam hal ini sebagai pihak yang menyediakan
Aplikasi Grab. Hal tersebut menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan
karena setelah dihubungkan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata dapat
dikatakan PT. Grab Indonesia melakukan perbuatan Wanprestasi. Namun karena
ketidak telitian dan faktor ketidaktahuan terhadap penyelesaian permasalahan
hukum dari pihak Driver yang berakibat pada lemahnya perlindungan hukum dan
kerugian yang di alami oleh Pihak Driver,tetapi karena faktor susahnya mencari
lapangan pekerjaan sehingga Driver mau tidak mau tunduk kepada perubahan isi
perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT. Grab Indonesia secara sepihak.
Disarankan kepada Pihak Driver dalam melakukan perjanjian kerjasama
kemitraan hendaknya membaca dengan teliti dan memahami isi dari perjanjian
tersebut dan untuk penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan
upaya hukum vyaitu mediasi, dan mengajukan gugutan ke pengadilan negeri
sehingga tercapai kepastian hukum.
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ABSTRACT

Termination and Changes in the contents of the Agreement in the
Implementation of the Partnership Cooperation Agreement unilaterally is an act
against the law and can be said to be an act of Default because in accordance with
Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code that “the agreements cannot be
withdrawn other than with the agreement of both parties, or for reasons which the
law states are sufficient for that”, with the provision that it is clear that what has
been agreed upon by the parties may not be changed by anyone, unless it is
mutually desired by the parties, or so determined. by law based on a legal act or
legal event or certain legal circumstances.

From this research, the writer intend to find information, understand and
explain about the implementation of the partnership agreement between PT. Grab
Indonesia with Drivers in Pontianak City about the problems that occur between
the parties and the resolution of problems that can be done in the implementation
of the partnership agreement. The research method used is the Empirical Legal
Research Method, which is a legal research method that uses empirical facts taken
from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real
behavior carried out through direct observation.

The results of this research were obtained through the results of interviews
and distributing questionnaires to the parties, and it can be seen that in the
implementation of the partnership agreement between PT. Grab Indonesia with
Drivers in Pontianak City several times changed the contents of the partnership
agreement and unilaterally terminated the cooperation relationship between PT.
Grab Indonesia, which in this case is the party providing the Grab Application.
This is a factor causing the problem because after being linked to Article 1338
paragraph (2) of the Civil Code, it can be said that PT. Grab Indonesia committed
Default. However, due to inaccuracy and ignorance factors in resolving legal
problems from the Driver's side which resulted in weak legal protection and losses
experienced by the Driver Party, but due to the difficulty of finding employment,
the Driver inevitably submitted to changes in the contents of the agreement made
by the parties. PT. Grab Indonesia unilaterally. It is recommended to the Drivers
in entering into a partnership agreement that they should read carefully and
understand the contents of the agreement and to resolve these problems, it can be
done by legal procedures, namely mediation, and submitting a lawsuit to the
district court, so that legal certainty is achieved.
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